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ABSTRAK

Pengadilan Agama Wates mengecualikan seluruh hak mendapatkan harta warisan
pewaris kepada ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan
istri pertama, sedangkan ahli waris pengganti dari garis keturunan perkawinan istri
kedua semuanya ditetapkan sebagai ahli waris pengganti. Putusan ini terjadi pada
tahun 2022 dalam perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. Alasan dan dasar
pertimbangan hakim tidak menetapkan ahli waris pengganti non-muslim adalah
karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur’an,
hadis, dan Kompilasi Hukum Islam bahwa orang kafir tidak termasuk ahli waris,
sehingga secara tidak langsung berlaku pula kepada ahli waris penggantinya. Oleh
karena itu, dimuat dalam pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu pertama,
mengapa hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli
waris pengganti non-muslim untuk mendapat bagian harta warisan. Kedua, apa
alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates tidak
memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim. Ketiga, bagaimana
nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan
Pengadilan Agama Wates nomor 84/Pdt.G/2022/PA.W.

Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (rechtvinding) dan teori
Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan
fakta-fakta yang terjadi di praktik lapangan, kemudian dianalisis peristiwa tersebut
dengan menggunakan teori-teori. Jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan
(library research) yang didukung oleh penelitian lapangan (field research). Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan data primer yaitu mewawancarai Bapak Jafar
Shodig selaku panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Wates dan data
sekunder yang bersumber dari literasi, bahan kepustakaan yang didapat dari buku-
buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, artikel,
internet, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, hadis, ensiklopedia,
dan lain-lain. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertama, majelis hakim tidak
menetapkan ahli waris pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri
pertama untuk mendapatkan harta warisan karena terhalang beragama non-muslim
sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI. Kedua, alasan dan dasar
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Wates telah sesuai dengan
ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku, padahal hakim dapat melakukan
penemuan hukum dengan dasar pertimbangan peraturan KUHPerdata dan
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 memberikan wasiat
wajibah kepada ahli waris pengganti karena pada dasarnya peraturan tidak bisa
dipisah satu sama lain yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, putusan Pengadilan
Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah sesuai menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur’an, hadis, dan Kompilasi Hukum
Islam sehingga memenuhi nilai kepastian hukum menurut hukum kewarisan Islam,
tetapi tidak memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Harta Warisan, Ahli Waris Pengganti Non-Muslim, Sengketa Waris.



ABSTRACT

The Wates Religious Court excluded all inheritance rights from the first wife's
lineage for non-Muslim substitute heirs, while all substitute heirs from the second
wife's lineage were designated as substitute heirs. This decision occurred in 2022
in case number 84/Pdt.G/2022/PA.Wt. The reason and basis for the judge's
consideration in not appointing a non-Muslim substitute heir is because, based on
the applicable laws and regulations, namely the Qur'an, hadith, and the Compilation
of Islamic Law, non-believers are not included as heirs, and this indirectly applies
to their substitute heirs as well. Therefore, it is included in the main issues in the
problem formulation, namely first, why did the judges of the Wates Religious Court
not grant the right of the grandchild as a non-Muslim substitute heir to receive a
portion of the inheritance. Second, what are the reasons and legal considerations of
the judges of the Wates Religious Court for not granting the right of the grandchild
as a non-Muslim substitute heir. Third, how are the values of justice, legal certainty,
and legal utility reflected in the Wates Religious Court decision number
84/Pdt.G/2022/PA Wt.

This research uses the theory of legal discovery (rechtvinding) and Gustav
Radbruch's theory of justice, certainty, and the utility of law. The research method
used is descriptive-analytical by describing the facts that occur in the field practice,
then analyzing the events using theories. The type of research is library research
supported by field research. (field research). The data collection technique was
carried out using primary data, namely interviewing Mr. Jafar Shodiq as the junior
clerk of lawsuits at the Wates Religious Court, and secondary data sourced from
literature, library materials obtained from books, journals, regulations, previous
research, articles, the internet, jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, the
Civil Code, hadiths, encyclopedias, and others. Data analysis using qualitative
methods.

The results obtained in this study are as follows: first, the panel of judges
did not appoint a non-Muslim substitute heir from the first wife's lineage to receive
the inheritance because they were hindered by their non-Muslim religion as
stipulated in Article 171 letter (c) of the Compilation of Islamic Law (KHI). Second,
the reasons and legal considerations of the judges of the Wates Religious Court
were in accordance with the applicable Islamic inheritance law, even though the
judges could have made a legal discovery based on the considerations of the Civil
Code regulations and the Supreme Court jurisprudence No. 1/Yur/Ag/2018, which
grants a mandatory bequest to substitute heirs because, fundamentally, regulations
cannot be separated from one another as they form a unity. Third, the decision of
the Wates Religious Court Number 84/Pdt.G/2022/PA Wt is in accordance with the
applicable laws and regulations, namely the Qur'an, Hadith, and the Compilation of
Islamic Law, thus fulfilling the value of legal certainty according to Islamic
inheritance law, but it does not fulfill the values of justice and legal utility.

Keywords : Inheritance, Non-Muslim Substitute Heirs, Inheritance Disputes.
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MOTTO

“There were some people who, despite wishing to be saved,
but couldn’t bring themselves to ask others to save them.
Even friends.. family. Just one and only that could save

them. Allah SWT.”
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Segala ucap puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan berkat, taufig, nikmat, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga penyusun
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hilangnya Hak Cucu Sebagai Ahli
Waris Pengganti Non-Muslim Untuk Mendapat Harta Warisan (Studi Putusan
Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt).” Tak lupa sholawat serta
salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan
dan membawa umat muslim dari zaman kegelapan menjadi zaman terang
benderang kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat menjadi

umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak, Aamiin.

Seluruh upaya penyusun dalam penyusunan skripsi ini hingga telah
selesainya skripsi ini telah dilakukan sebaik mungkin agar nantinya penyusun
berharap skripsi ini dapat bermanfaat kepada orang lain, meskipun penyusunan
skripsi yang dibuat penyusun masih banyak kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, pembuatannya penyusun dengan senang hati

memperbaiki penyusunan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Penyusun menyadari bahwa upaya-upaya dalam pembuatan skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik tentunya dengan bantuan, bimbingan, dukungan, serta
doa-doa dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kepenyusunan skripsi

penyusun ini. Segenap kerendahan hati dari pihak-pihak yang telah memberikan
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bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa tersebut penyusun ingin menyampaikan
rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut karena dengan
ikhlas untuk membantu penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya

kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A.,
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6. Bapak Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
yang secara ikhlas dan sabar memberikan tenaga, waktu, pikiran untuk
membantu, mengarahkan, memberi mbimbingan, serta memberi masukan
kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan
kebesaran hati dan penuh keikhlasan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengampu mata kuliah di Prodi limu
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penyusun, yang senantiasa telah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang disesuaikan dengan
yang ada di masyarakat diantaranya, hukum positif, hukum Islam, dan
hukum adat. Berdasarkan ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di
Indonesia, kesemuanya memiliki persamaan artian dalam peralihan harta
warisan dimana warisan bisa diturunkan apabila sang pewaris telah
meninggal dunia serta meninggalkan harta yang nantinya akan diturunkan
kepada anak-anaknya atau ahli waris. Anak kandung memiliki hak untuk
mendapatkan warisan dari harta peninggalan kedua orang tuanya apabila
salah satu atau keduanya telah meninggal dunia.

Suatu perkawinan dalam hukum Islam, apabila selama perkawinan
yang kemudian salah satu diantara suami maupun istri berpindah agama
(murtad), maka akibat dari kemurtadan tersebut dapat menjadikan suatu
perkawinan tersebut tercabut atau terhapus! atau telah membatalkan? akad
nikah sehingga terputuslah hubungan perkawinan antara suami dan istri
(fasakh). Meskipun dalam hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu di
antara suami maupun istri yang telah murtad menjadikan suatu perkawinan
tersebut terputus hubungan perkawinannya, substansi dalam Pasal 116

huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harus adanya sebab

! Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,

1993), him. 212.

190.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), him.



akibat baru bisa dikatakan suatu perkawinan tersebut terputus. Murtad bisa
dinyatakan perceraian atau terputus hubungan perkawinannya apabila
akibat dari kemurtadan tersebut menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah
tangga. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila salah satu antara suami atau
istri telah murtad, namun tidak pernah terjadi pertengkaran sehingga
menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga, maka sebenarnya perkawinan
mereka tetap utuh karena meski salah satunya telah murtad, mereka tetap
hidup rukun tanpa adanya perbedaan.?

Murtad menjadi suatu permasalahan yang berpengaruh terhadap
anaknya sebagai ahli waris dikarenakan hak warisnya menjadi terhalang
untuk mendapatkan warisannya sebagai ahli waris pengganti. Substansi
hukum Islam diatur bahwa suami atau istri yang telah murtad tidak dapat
mewariskan harta pasangannya yang beragama Islam begitu pula
sebaliknya. Peraturan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa
kemurtadan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan
warisannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama yang tetap
bersikukuh bahwa kemurtadan menjadi penghalang besar dalam mewaris
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:*

Allall ekl Y 5 kD Al & 5 Y

3 Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin, “Analisis Hak Waris Istri Akibat
Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender”, Jurnal At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan
Muamalah, Vol. 8 No. 1 (2020), him.123.

4 Ibn Majah, Muhammad Nashiruddin Al-bani, Shahih Sunan Ibnu Majah Shahih , Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007 dalam HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin
Al Albani 41 4ss  dalam Shahih Al-Jami’ no. 7613.



Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa pemaparan
yang terkandung dalam hukum Islam, maka ahli waris yang telah murtad
tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris. Meskipun begitu, tidak
ada yang namanya mantan anak. Oleh karena itu, ketika ahli waris yang
murtad tersebut telah meninggal dunia, hubungan antara anak dengan orang
tuanya tidak akan pernah berubah.® Sudah sepantasnya memberikan
keadilan kepada sang cucu atau ahli waris pengganti. Peraturan mengenai
hak cucu non-muslim tersebut masih bisa mendapatkan harta warisan
sebagai ahli waris pengganti yang setara dengan ahli waris yang masih
hidup beragama Islam menurut KUHPerdata karena masih ada hubungan
darah dengan si pewaris.

Hak ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan dapat
melewati wasiat wajibah jika ditinjau dari substansi dalam Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah hanya bisa diberikan kepada anak
angkat dan orang tua angkat. Namun, terdapat yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat
diberikan tidak hanya kepada anak angkat, tetapi juga kepada ahli waris
yang tidak beragama Islam.® Pemberian wasiat wajibah ini diberikan dalam

rangka memberikan hak keadilan kepada non-muslim, ketentuan pemberian

> Farah Nindya Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu
Penyebabnya Adalah Murtad dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan
Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/Pa.Pal Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
147/Pdt.G/2012/Pa.Bdg),” Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3, Article 31 (2021), him. 688.

® Direktori Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.



bagian warisan dengan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 dari
harta warisan.

Kenyataannya, pada putusan Pengadilan Agama Wates nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt, terdapat perkara gugatan waris dimana dalam
gugatannya tersebut, hakim Pengadilan Agama Wates tidak menetapkan
para ahli waris pengganti yang beragama non-muslim dari garis keturunan
perkawinan istri pertama sehingga ahli waris pengganti beragama non-
muslim tersebut tidak mendapatkan hak warisnya. Awalnya, perkara ini
diajukan oleh penggugat I, penggugat Il, penggugat Ill, penggugat IV,
penggugat V, penggugat VI, penggugat VI, penggugat V111, penggugat 1X,
penguggat X, penggugat Xl, penguggat XII yang selanjutnya dalam
penyusunan penelitian ini disebut sebagai para penggugat. Para penggugat
mengajukan gugatan waris kepada tergugat I, tergugat 11, tergugat II, turut
tergugat, turut tergugat berkepentingan I, turut tergugat berkepentingan II,
turut tergugat berkepentingan 111, turut tergugat berkepentingan IV yang
selanjutnya dalam penyusunan penelitian ini disebut sebagai para tergugat.

Perkara gugatan waris yang diajukan oleh para penggugat berawal
pada tahun 1973 telah meninggal dunia pewaris. Selama hidupnya, pewaris
menikah 2 (dua) kali yaitu istri pertama dan istri kedua. Pada perkawinan
antara pewaris dengan istri pertamanya terlahir 1 (satu) perempuan dimana
seorang perempuan tersebut memiliki 3 (tiga) anak diantaranya turut
tergugat berkepentingan I, turut tergugat berkepentingan Ill, dan turut

tergugat berkepentingan IV. Awalnya anak perempuan dari perkawinan



pewaris dengan istri pertama menikah beragama Islam, kemudian berpindah
agama Kristen dan diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian, pada perkawinan
keduanya antara pewaris dengan Istri kedua dikaruniai 5 (lima) anak
diantaranya 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu penguggat IV,
penggugat V, penggugat VI, penggugat VII, penggugat VIII; 1 (satu)
perempuan yang memiliki anak yaitu penggugat Il dan penggugat IlI; 1
(satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat Il dan tergugat IlI; 1
(satu) laki-laki yang memiliki anak yaitu dari penggugat X, penggugat X,
penggugat XI, penggugat XII; dan 1 (satu) laki-laki sebagai penggugat I
dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Wates.

Pewaris, istri pertama, dan istri kedua meninggalkan harta sebanyak
5 (lima) bidang tanah yang masih terdaftar letter C nomor 298 yaitu persil
nomor : 33 a.S.111; persil nomor 29 b,SIlI, persil 52 b.P.111; persil 94.d.111;
dan persil 93.d.11l. Namun, pada bidang tanah persil P.52.b.111 telah dibalik
nama atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu yergugat 11
dan yergugat Il dengan Sertifikat Hak Milik nomor 515 pada tanggal 03
Januari 1995 seluas 1930 m2 dan bidang tanah persil 93.d.111 telah beralih
atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat Il dan
tergugat 111 menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 516 pada tanggal 13
Agustus 1960 luas awal 3740 m2 kemudian tanah tersebut telah berkurang
karena adanya pembangunan bandara Yogyakarta International Airport
(Y1A) sehingga tanah tersebut menjadi seluas 2631 m2 dengan catatan telah

dibeli. Berdasarkan ketidaktahuan para ahli waris lain dimana sudah terjadi



peralihan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 515 dan 516 atas 1 (satu)
perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat Il dan tergugat Il sehingga
para ahli waris lain merasa dirugikan haknya atas perbuatan 1 (satu)
perempuan yang memiliki anak yaitu tergugat 11 dan tergugat 111 membuat
para penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Wates
untuk membagi waris serta mengembalikan 2 (dua) sertifikat atas nama ibu
dari tergugat Il dan tergugat I11 tersebut kepada para ahli waris.
Berdasarkan gugatan waris yang diajukan oleh para penggugat,
majelis hakim di Pengadilan Agama Wates dalam amar putusannya
mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat. Inti amarnya
memutuskan dua hal penting yaitu pertama, menolak sebagian gugatan para
penggugat dimana majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa sertifikat
tanah hak milik nomor 515 dan 516 telah terbukti secara formil dan materiil
merupakan hak milik sah atas nama 1 (satu) perempuan yang memiliki anak
yaitu tergugat Il dan tergugat I11. Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan,
majelis hakim menetapkan siapa saja yang ditetapkan menjadi ahli waris
dan ahli waris pengganti. Total yang ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli
waris pengganti ada 14 (empat belas) orang diantaranya: anak kandung
kelima pewaris/penggugat I; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung
pertama pewaris Yyaitu penggugat IV, penggugat V, penggugat VI,
penggugat VII, penggugat VIII sebagai pengganti ahli waris; cucu dari
pewaris dan anak dari anak kandung kedua pewaris yaitu penggugat Il dan

penggugat I11; cucu dari pewaris dan anak dari anak kandung ketiga pewaris



yaitu tergugat Il dan tergugat Ill; cucu dari pewaris dan anak dari anak
kandung keempat pewaris yaitu penggugat X, penggugat X, penggugat XI,
penggugat XII.

Isi amar putusan yang telah diputus oleh hakim tidak menetapkan
cucu dari garis keturunan perkawinan istri pertama dimana ahli waris dari
perkawinan istri pertama tersebut telah murtad yang diikuti oleh ketiga
anak-anaknya yaitu turut tergugat berkepentingan Il sebagai ahli waris
pengganti; turut tergugat IV sebagai ahli waris penngganti; dan anak dari
ahli waris pengganti sehingga menggantikan ahli waris pengganti yang
dalam gugatan waris sebagai turut tergugat berkepentingan Il. Hakim
memberikan putusan yang subtansinya menetapkan pengecualian terhadap
hak ahli waris pengganti non-muslim dengan alasan kemurtadan tersebut
menjadi satu penghalang mewarisi, maka secara otomatis anaknya terhalang
menjadi ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapatkan hak waris.
Oleh karena itu, penyusun memiliki ketertarikan untuk mengkaji
pertimbangan hakim lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul:
“Hilangnya Hak Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Non-Muslim
Untuk Mendapat Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama
Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt).”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut, penyusun akan berfokus pada pokok

permasalahan diantaranya:



1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Wates tidak memberikan hak cucu
sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat bagian harta
warisan?

2. Apa alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama
Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-
muslim?

3. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

a. Untuk menganalisis mengapa pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Wates dalam memutus perkara nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt dalam menetapkan ahli waris dan ahli waris
pengganti tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti
non-muslim.

b. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt tidak memberikan hak cucu sebagai ahli

waris pengganti non-muslim.



c. Untuk memahami nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates
Nomor 84/Pdt.G/2022/PA Wt.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis diantaranya:

a. Secara Teoritis
Ditinjau dari kegunaan teoritis diharapkan penelitian ini dapat
memberikan pencerahan dan pemahaman yang berguna dalam hal
keilmuan yang berkaitan dengan mewaris dengan pengembangan
ilmu pengetahuan terkait hukum perdata khususnya hilangnya hak
cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta
warisan dari pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
Kemudian secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat
bagi masyarakat serta menjadi rujukan bagi kalangan peneliti lain
untuk memahami suatu informasi tentang penyelesaian dari suatu
permasalahan mewaris berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
penyusun meneliti penelitian tersebut.

b. Secara Praktis
Ditinjau dari kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat
berguna untuk memberikan suatu solusi atas permasalahan yang
dihadapi masyarakat terkait hilangnya hak cucu sebagai ahli waris
pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan. Oleh karena

lahirnya penelitian ini, diharapkan juga bisa meningkatkan



pengetahuan masyarakat yang memiliki suatu permasalahan
hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk
mendapat harta warisan serta bisa menyelesaikannya untuk
mendapatkan keadilan atas hak-hak atas permasalahan mewaris
tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menyalurkan
pemikiran yang bermanfaat bagi para akademisi yang meneliti pada
bidang ini.
D. Telaah Pustaka
Penyusun memiliki kesadaran agar penelitian ini dapat menghindari dari
kesamaan yang sudah ada di penelitian sebelumnya dan terhindar dari
kesalahan penyusun dalam meneliti dengan meninjau penelitian yang sudah
diteliti sebelumnya, serta mengetahui pembeda dari masing-masing judul
antara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian
yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti menelaah dari
berbagai sumber penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:
Pertama, penyusun bernama Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan
Hambali dari pasca Sarjana Magister IImu Hukum Universitas Semarang
tahun 2017 dalam artikel dengan judul “Implementasi Hak Atas Ahli Waris
Anak Kandung Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku
di Indonesia.”” Dalam artikel ini dipaparkan tentang implementasi wasiat

wajibah tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh sehingga kepada anak

" Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung
Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku di Indonesia,” Jurnal lus
Constituendum, Vol 2 No 2 (2017).

10



kandung non-muslim tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang
menjadi pembeda adalah penyusun menelaah terkait pertimbangan hakim
yang tidak menetapkan kedudukan cucu non-muslim sebagai ahli waris
pengganti non-muslim.

Kedua, penyusun bernama Ema Amalia dari Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2018 dalam skripsi dengan
judul “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang
Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurispurdensi Mahkamah
Agung Dalam Perspektif Maslahat.”® Hasil skripsi ini memaparkan tentang
pemberian wasiat wajibah bisa diberikan selain anak angkat dan orang tua
angkat yaitu kepada ahli waris beda agama. Yang menjadi pembeda adalah
penyusun lebih berfokus pada kedudukan hilangnya hak ahli waris
pengganti non-muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Ketiga, penyusun bernama Najib lhda Bashofi dari Universitas
Islam Negeri Antasari tahun 2018 dalam tesis dengan judul “Analisis
Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis
Putusan MA No.16K/AG/2010).”° Tesis ini dipaparkan tentang pemberian
bagian waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan wasiat
wajibah bisa diberikan kepada ahli waris non-muslim sebanyak %2 bagian

yang didapatnya dengan pertimbangan hakim dengan metode al-maslahah

8 Ema Amalia, “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang Wasiat

Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif
Maslahat,” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2021).

% Najib Ihda Bashofi, “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim

(Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010),” Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Antasari (2018).

11



karena perkawinan antara pewaris dengan ahli waris non-muslim
berlangsung selama 18 tahun secara damai. Hal yang menjadi pembeda
adalah penyusun berfokus pada alasan hakim tidak menetapkan pemberian
wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti non-muslim.

Keempat, penyusun bernama Hazar Kusmayanti dan Lisa
Krisnayanti dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2019 dalam
artikel dengan judul “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris
Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris
Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.”® Artikel ini memaparkan tentang
kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti diakui dari kompilasi hukum
islam dengan memberi pengakuan serta mendapatkan legalisasi penuh
tergantung dari cucu tersebut laki-laki atau cucu tersebut perempuan. Hal
menjadi pembeda adalah penyusun jurnal lebih menitikfokuskan kepada
kedudukan ahli waris pengganti non-muslim berdasarkan ketentuan dari
pertimbangan hakim.

Kelima, penyusun bernama Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR
dari Fakultas Hukum UISU tahun 2021 dalam artikel dengan judul
“Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam.”! Artikel
ini menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam Islam

dibatasi karena harus ada hubungan darah dan garis keturunan lurus ke

10 Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris
Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum
Islam,” Jurnal Iimiah ISLAM FUTURA, Vol 19 No 1 (2019).

11 Sarah Humaira, Mustamam, Zulkifli AR, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam
Hukum Waris Islam,” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol 2 No 3 (2021).
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bawah hingga derajat cucu. Hal menjadi pembeda adalah penyusun ingin

fokus pada kedudukan ahli waris pengganti non-muslim berdasarkan dasar

dan pertimbangan hakim.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum (Rechtvinding)
Cakupan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
meskipun telah diatur sedemikian rupa dan banyaknya peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat tidak cukup karena selalu
terdapat perkembangan dari persoalan hukum yang semakin tidak bisa
diimbangi dengan aturan yang telah dibuat. Hakim dalam memutuskan
perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
tersebut harus menyelesaikan perkara tersebut karena hakim memiliki
asas ius curia novit. Oleh karena tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur terkait persoalan hukum yang baru tersebut
memaksa hakim melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan
pembentukan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang
lazimnya dibuat oleh pembuat undang-undang karena memiliki
kewenangan membentuk undang-undang, namun tidak hanya pembuat
undang-undang saja yang dapat melakukan penemuan hukum karena
penemuan hukum juga bisa dilakukan oleh hakim dimana hasil
penemuan hakim tersebut menjadi yurisprudensi yang tetap dan

dijadikan pedoman para hakim yang lain untuk melaksanakan putusan
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yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi
tersebut menurut Sudikno Mertokusumo harus mengandung asas-asas
hukum dan mengandung dua unsur yaitu putusan yang dapat
menyelesaikan suatu peristiwa konkrit, kedua putusan yang akan
menjadi peraturan hukum di waktu yang akan datang. Masyarakat yang
dinamis dan sangat luas menjadikan suatu peraturan perundang-
undangan kesulitan untuk beradaptasi dengan permasalahan-
permasalahan baru. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sudikno
Mertokusumo:*2

“Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup
keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan
perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas
sejelas jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka
harus dicari dan ditemukan.”

Terkait peraturan perundang-undangan yang belum diatur secara
jelas dan lengkap menurut Sudikno Mertokusumo tersedialah metode
interpretasi atau metode penafsiran.'* Metode interpretasi tersebut
diantaranya ada 4 (empat) macam yaitu interpretasi gramatikal,
interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis.
Selain itu juga dikenal interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif,
interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif.

Berdasarkan pemahaman terkait penemuan hukum tersebut, maka

dapat dipahami bahwa untuk mengetahui urgensi hakim melakukan

penemuan hukum sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan

12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberti,
2007), him. 37.
3 1bid, him.56
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yang ada, belum ada yang mengatur secara jelas terkait kedudukan ahli
waris pengganti non-muslim kepada pewaris muslim. Hakim perlu
untuk menggali persoalan hukum yang baru tersebut sebagaimana
disesuaikan peristiwa konkritnya dan kebutuhan yang berperkara agar
mendapat keadilan bagi seluruh pihak. Konteks penelitian ini penyusun
menggunakan penemuan hukum interpretasi sistematis dan ekstensif
sebagai kewenangan hakim dalam menggunakan penemuan hukum
untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut. Penyusun
menggunakan metode penemuan hukum diantaranya:
a. Metode Interpretasi Sistematis
Metode interpretasi sistematis adalah metode penemuan hukum
yang menafsirkan peraturan perundang-undangan Yyang
menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang
lain atau sebagian dengan keseluruhan sistem hukum.* Hukum
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain
dan berkaitan satu sama lain, oleh karena itu suatu peraturan
perundang-undangan tidak bisa hanya dilihat dari satu peraturan
yang bersifat sendiri-sendiri karena peraturan perundang-
undangan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain

4 H.M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudwensi Bidang Hukum Perdata
(Jakarta: Premadamedia Group, 2014), him. 55.
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dan juga harus dipahami dengan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang
dikategorikan sebagai ahli waris dipaparkan dalam Pasal 171
huruf (c) yang menyatakan kedudukan ahli waris harus memiliki
hubungan darah dengan pewaris dan bergama Islam,*® tidak ada
penjelasan terkait ahli waris non-mslim ataupun ahli waris
pengganti non-muslim, sehingga substansi pasal tersebut secara
eksplisit menegaskan yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris
diharuskan bergama Islam, sehingga memutus hak dari ahli
waris non-muslim dan ahli waris pengganti non-muslim untuk
mendapat harta warisan.

Padahal ditinjau dari KUHPerdata dalam pasal 841 jo 842
dapat dipahami bahwa cucu yang memiliki hubungan darah
dengan ahli waris dari pewaris dimana ahli waris tersebut dengan
catatan telah meninggal dunia, maka cucu atau dalam hal ini
anak kandung dari ahli waris dapat menggantikan posisi sebagai
ahli waris pengganti yang setara dengan anak-anak pewaris
lainnya yang masih hidup.*® Namun, dalam hal tingkat derajat
apabila ahli waris pengganti mendapatkan warisan yang

kemudian dia ingin menjual warisan tersebut namun,

15 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c).
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 841-842.
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dimungkinkan ahli waris merasa dirugikan maka ahli waris
pengganti tersebut harus meminta persetujuan seluruh ahli waris
yang masih hidup. Dalam hal ini, dalam KUHPerdata tidak ada
penyebutan mengharuskan suatu agama tertentu untuk
ditetapkan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti
karena ahli waris dan ahli waris pengganti yang ditetapkan
dalam KUHPerdata hanya harus memenuhi satu syarat yaitu
memiliki hubungan darah dengan pewaris. Penerapan metode
interpretasi sistematis digunakan untuk menerapkan penemuan
hukum itu tidak hanya mencari ketentuan-ketentuan salah satu
peraturan tertentu saja namun juga harus dihubungkan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Metode Intepretasi Ekstensif

Penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi
ekstensif adalah membuat interpretasi melebihi batas-batas yang
biasanya dihasilkan dari interpretasi gramatikal.!” Interpretasi
ekstensif diartikan sebagai melampaui batasan-batasan dalam
perkataan yang dihasilkan dari interpretasi gramatikal suatu
undang-undang. Misalnya penafsiran kata-kata dalam Pasal 841
jo Pasal 842 KUHPerdata yang disebutkan Pasal 841:
“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti

untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam
segala hak orang yang digantikannya”8

17 Ahmad Rifai., Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 70-71.

18 pasal 841.
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Penafsiran yang disebutkan dalam Pasal 842:
“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah,
berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian ini diizinkan dalam
segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal
menjadi ahli waris bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan
dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua
keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang
lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”*®
Cakupan dalam penafsiran yang tertuang dalam Pasal 841 jo
842 KUHPerdata dapat ditafsirkan secara meluas mengenai arti
penggantian bisa diartikan tidak semata-mata diharuskan sesama
agama tertentu, tetapi juga bisa menyangkut secara luas terkait
penggantian tersebut baik dari ahli waris dan ahli waris yang
sudah meninggal terlebih dahulu yang nantinya digantikan oleh
cucu atau ahli waris pengganti kesemuanya memiliki hak untuk
mendapat harta warisan karena masih terikat dalam pertalian
keluarga meskipun derajatnya berbeda. Berdasarkan hal
tersebut, penggantian yang telah disebut dalam Pasal 841 jo 842
KUHPerdata telah diekstensifkan menjadi penggantian ahli
waris tidak dibatasi dari agama tertentu dan tidak dibatasi selagi
memiliki pertalian keluarga meskipun berbeda derajatnya.
2. Teori Gustav Radbruch

Seiring berjalannya waktu, pandangan terkait penegakan hukum

berkembang menuju ideal dan modern yang salah satunya dilahirkan

19 Pasal 842.
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dari pakar hukum dan filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radbruch
yang memaparkan 3 (tiga) standar penegakan hukum yang disebut teori
triad (tritunggal). Teori triad (tritunggal) oleh Gustav Radburch ada 3
(tiga) hal diantaranya; kepastian hukum (legal certainty), keadilan
(justice), dan kemanfaatan (utility, purposiveness).?° Cita-cita hukum
menurut Gustav Radburch dari teori tersebut diantaranya untuk
menciptakan keadilan (gerechtmatigheid), kemanfaatan
(doelmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).?

Hakim dalam memutus perkara menegakkan teori Gustav Radburch
maka dalam suatu perkara hakim dalam pertimbangan hukumnya harus
memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1) Keadilan Hukum

Hukum itu mengikat kepada setiap manusia sehingga sifat dari
hukum itu sendiri menyamakan derajat setiap orang. Setiap
orang sama dimata hukum sehingga setiap orang berhak
mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri.

2) Kepastian Hukum

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan
dari hukum yang telah diatur sedemikian rupa sehingga jika ada

suatu permasalahan yang sudah diatur atau belum diatur dalam

20 “perpustakaan Lemhannas RI,” http:/lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-
121500000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html, akses 22 Maret 2024.

21 Donny Donardono (ed.), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia (Jakarta:
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007), him.
60-61.
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peraturan perundang-undangan, maka unsur kepastian hukum
ini bekerja agar terhindar dari kesewenang-wenangan baik
sewenang-wenang dari masyarakat maupun penegak hukum.

3) Kemanfaatan Hukum

Penetapan hukum yang telah dibuat oleh penegak hukum dalam
suatu perkara perlu  memiliki fungsi yang dapat
bermanfaat/berguna bagi masyarakat. Jadi, hakim dalam
memutus suatu perkara perdata harus melihat dari aspek manfaat
yang didapat bagi seluruh pihak yang disesuaikan dengan situasi
dan kondisi.

Berdasarkan pemaparan teori Gustav Radbruch di atas, maka
penyusun akan mengkaitkan dengan penelitian penyusun terkait amar
putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt yang telah diputus oleh hakim
Pengadilan Agama Wates berdasarkan teori Gustav Radburch.
Penyusun akan mengkaji dengan melihat dari sisi keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan hukum sebagaimana standar penegakan hukum yang
ideal dan modern menurut teori Gustav Radburch.

F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang menjadi acuan penyusun diantaranya:
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan didukung penelitian lapangan (field research)

melalui wawancara. Penyusun meneliti dengan menelaah bacaan pada
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literatur, kemudian didukung dengan melakukan penelitian lapangan
langsung di lokasi Pengadilan Agama Wates untuk menanyakan secara
langsung kepada hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus
perkara dan mengetahui pertimbangan lebih lanjut menurut perspektif
hakim atas putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.W.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini penyusun susun dengan menggunakan sifat penelitian
deskriptif analitis. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah
penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan
saat tertentu.?? Penyusun secara deskriptif akan mendiskripsikan
gambaran terkait fakta-fakta dari peristiwa yang sedang terjadi di
praktik lapangan saat ini, kemudian penyusun secara analitis akan
menganalisis terkait peristiwa tersebut dengan menggunakan teori-teori.
Lalu ditemukan suatu kesimpulan dari perkara hilangnya hak cucu
sebagai ahli waris pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan.
3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis-empiris.
Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji terkait
keefektifitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam
putusan Pengadilan Agama Wates dengan mengkaitkannya pada fakta-
fakta permasalahan hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.

4. Sumber Data

22 Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Prenada, 2022), him 8.
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a. Data Primer
Bahan data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
menggunakan data yang sudah dilakukan melalui wawancara secara
langsung dengan mendatangi lapangan sehingga penyusun akan
mendapatkan informasi dari narasumber.

b. Data Sekunder
Bahan data sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
menggunakan data yang bersumber dari literasi-literasi atau
kepustakaan yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, penelitian sebelumnya, putusan-putusan,
artikel, dan internet, khususnya diantaranya terkait yurisprudensi
Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Ag/2018, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), KUHPerdata, kamus hukum, kitab-kitab hadist,
ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Penyusun akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan
Agama Wates yang digantikan oleh panitera muda dengan
melakukan diskusi serta tanya jawab terkait pertimbangan hakim
dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2022/PA.W.

b. Dokumentasi
Penyusun akan melakukan pengumpulan data-data yang sudah

didapatkan berupa catatan dari hasil wawancara, cakupan materi,
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G.

buku, serta literasi-literasi lainnya yang berkaitan mengenai
penelitian yang sedang diteliti penyusun.
c. Pengumpulan Data Sekunder
Penyusun akan melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara
melakukan pencarian literasi-literasi terkait buku-buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, putusan-
putusan, artikel, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang
sedang disusun penyusun.
6. Analisis Data
Penyusun akan memproses data dengan menggunakan metode kualitatif
sehingga nantinya akan menghasilkan data yang sesuai dengan
interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.?® Penyusun
memproses fakta-fakta yang ditemukan dari pemikiran hakim
Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara putusan Nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt, kemudian penyusun akan mendapatkan jawaban
mengenai proses mengapa dan bagaimana hakim menyelesaikan
perkara terkait hilangnya hak cucu sebagai ahli waris pengganti non-
muslim untuk mendapat harta warisan.
Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun total dalam lima

bab diantaranya:

him. 8.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),
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Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat,
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum terkait kedudukan hukum ahli
waris pengganti menurut ketentuan hukum kompilasi hukum Islam dan
KUHPerdata.

Bab ketiga, menganalisis kasus posisi objek sengketa terhadap
hilangnya hak ahli waris pengganti non-muslim dengan menelusuri lebih
dalam terkait perkara putusan nomor: 84/Pdt.G/2022/PA.W.

Bab keempat, membahas hasil temuan penelitian dan menjawab
rumusan masalah dengan menganalisis terkait alasan dan dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates menghilangkan hak ahli
waris  pengganti-non-muslim mendapatkan harta warisan dengan
memaparkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun kemudian
dikaitkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Bab kelima, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan
saran terkait hasil temuan penelitian dan melengkapi daftar pustaka dari

seluruh rujukan yang digunakan selama penyusun menyusun penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penyusun dalam skripsi

ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim tidak menetapkan ahli waris pengganti non-muslim dari
garis keturunan perkawinan istri pertama untuk mendapatkan harta
warisan karena terhalang beragama Kristen. Hal ini telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait
kewarisan Islam karena pada dasarnya Pengadilan Agama memiliki
kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Putusan hakim Pengadilan
Agama Wates telah sesuai sebagaimana dalam pertimbangan ketentuan
Pasal 171 huruf (c) KHI bahwa ahli waris yang memiliki hubungan
darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang
karena hukum dengan pewaris serta ketentuan dalam Pasal 173 KHI,
hadis yang diriwayatkan oleh jamaah hadis kecuali muslim dan nasai
dari Usamah bin Zaid dalam kitab Nail al-Authar juz 6. H. 192.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “orang Islam tidak berhak
mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang
Islam.” Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, ahli waris
pengganti non-muslim dari garis keturunan perkawinan istri pertama
terhalang dan dikecualikan untuk mendapatkan harta warisan dari

pewaris karena beragama non-muslim.
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2. Alasan dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan
Agama Wates tidak memberikan hak cucu sebagai ahli waris pengganti
non-muslim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
diantaranya Al-Qur’an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam yang
memiliki kepastian hukum berdasarkan hukum kewarisan Islam saja,
namun dari segi nilai kepastian hukum tidak terpenuhi jika dilihat dari
kesatuan peraturan perundang-undangan yang lain, kepastian hukum
menurut kewarisan Islam bertentangan dengan peraturan yang lain
diantaranya KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
1/Yur/Ag/2018. Padahal dalam kewarisan Islam tidak sekaku itu dan
memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dengan memberikan
jalan alternatif lain untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris
non-muslim.

Padahal hakim dalam memutus perkara memiliki kewenangan
kebebasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yaitu melakukan
penemuan hukum dengan berijtihad. Majelis hakim dapat berijtihad
dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat maupun non-
muslim karena wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja terlepas
dari agama muslim maupun non-muslim. Syarat wasiat wajibah yang
diberikan kepada ahli waris pengganti non-muslim adalah harta yang
diberikan sebagai penghargaan atau hadiah kepada seseorang yang
memiliki Kketerikatan yang penting, yang berjasa bagi si pewaris.

Pemberian wasiat wajibah ini diberikan dengan bagian yang dibatasi
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yaitu maksimal 1/3 bagian dari harta warisan si pewaris. Selain itu syarat
memberikan wasiat wajibah adalah selama ia bukanlah golongan orang
kafir yang memerangi orang muslim. Alasan dan dasar pertimbangan
hakim melakukan penemuan hukum dengan berijtihad harus dilakukan
berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada di persidangan melalui
prosedur yang benar. Melalui putusan tingkat pertama, apabila tidak
puas maka lanjut ke putusan tingkat banding, apabila tidak puas kembali
maka dilanjutkan ke putusan tingkat kasasi.
Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam
putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah
sesuai dari nilai kepastian hukum menurut hukum kewarisan Islam yang
berlaku di Indonesia yaitu Al-Qur’an, hadis, dan Kompilasi Hukum
Islam saja. Namun, hakim tidak melihat dari segi kepastian hukum
menurut peraturan perundang-undangan yang lain seperti KUHPerdata
dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Padahal
jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, ada peraturan perundang-
undangan yang sesuai dan tidak dimasukkan dalam pertimbangan
hukum hakim yaitu KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung
nomor 1/Yur/Ag/2018 yang dapat memberikan hak kepada ahli waris
pengganti non-muslim untuk mendapat harta warisan melalui wasiat
wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta waris.
Nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sangat sulit tercapai

dikarenakan sulit untuk memenuhi nilai keadilan dengan menyamakan
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derajat setiap pihak berperkara dan memenuhi nilai kemanfaatan hukum
untuk mewujudkan tujuan hukum yang bermanfaat yaitu kebahagiaan
seluruh pihak yang berperkara. Kepastian hukum menuntut agar hukum
dapat dijalankan dengan pasti, agar dapat dipraktikkan. Sesuai dengan
nilai-nilai yang dikatakan Gustav Radbruch bahwa sulit untuk
menghilangkan tujuan hukum sebagai bentuk kehidupan vyaitu
menentukan hukum yang ideal, memiliki kemanfaatan, serta keadilan
positif sebagai kepastian hukum.

Hakim menggunakan hukum positif yang mengatur kepentingan-
kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun
hukum positif itu kurang adil dan kurang mencapai tujuan manfaat
hukum itu sendiri, sehingga secara otomatis mengalir dan terbiasa dalam
jangka waktu yang lama. Hakim melupakan nilai moral, empati, dan hati
nuraninya yang seharusnya berlaku juga sebagai penerapan aturan
hukum untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum. Namun,
tantangan tersebut dihadapi hakim Pengadilan Agama Wates dengan
menyelesaikan perkara gugatan waris dengan tetap berpedoman untuk
menegakkan hukum mengesampingkan terwujudnya tujuan hukum
yang memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh

pihak yang berperkara.

B. Saran
1. Majelis hakim Pengadilan Agama Wates telah memutus perkara putusan

nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Wt telah memiliki kepastian hukum
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berdasarkan hukum kewarisan Islam yang berlaku yaitu Al-Qur’an,
hadis, dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan fakta-fakta dan bukti-
bukti dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak. Namun,
alangkah baiknya hakim Pengadilan Agama Wates tidak hanya melihat
dari aspek hukum kewarisan Islam secara kaku, tetapi juga terbuka,
dengan cara melihat suatu persoalan hukum yang belum ada
peraturannya ditinjau dari peraturan lain seperti KUHPerdata dan
yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian penyelesaian sengketa
gugatan waris majelis hakim Pengadilan Agama Wates lebih baik
menggunakan hak kebebasannya untuk berijtihad demi kemasalahatan.
Karena pemahaman terkait fakta-fakta dan bukti-bukti dalam
persidangan karena tidak semua golongan orang kafir adalah yang
memerangi kaum muslim dan dalam dalil gugatan para penggugat
tuntutannya tidak menghilangkan hak ahli waris pengganti non-muslim,
sehingga sekiranya hakim seharusnya tidak menciptakan permasalahan
hukum baru.

Mengingat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum majelis hakim
Pengadilan Agama Wates memang telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, namun mempertimbangkan nilai keadilan dan
kemanfaatan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman
yang semakin modern. Penyelesaian perkara dengan cara kreatif sesuai
dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-

Qur’an dan hadis, maka dapat mencapai nilai keadilan, kepastian
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hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara bukan
berdasarkan hukum kewarisan Islam saja tetapi juga peraturan yang lain.
Oleh karena itu, penyusun menyarankan bahwa hakim dapat
menggunakan kewenangannya melakukan penemuan hukum atau
berijtihad. Karena pada dasarnya hakim dapat melihat peraturan
perundang-undangan yang lain yaitu KUHPerdata dan yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2022 untuk melakukan penemuan
hukum menggunakan metode interpretasi sistematis dan ekstensif.
Supaya peraturan yang ada berkaitan satu sama lain, peraturan
merupakan satu kesatuan bukan berdiri sendiri-sendiri. Adanya
penemuan hukum tersebut dapat memungkinkan terpenuhinya hak
seluruh ahli waris pengganti non-muslim pula untuk mendapatkan harta
warisan.

Meskipun nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
hukum dalam putusan Pengadilan Agama Wates nomor
84/Pdt.G/2022/PA.Wt sudah relevan dengan hukum kewarisan Islam
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Al-Qur’an,
hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, namun nilai-nilai keadilan dan
kemanfaatan hukum dalam memutus perkara tersebut harus
berkembang secara kreatif menyesuaikan perkembangan zaman. Perlu
menerapkan hukum progresif untuk mencapai nilai-nilai keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik lagi.
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Aspek nilai moral, empati, dan hati nurani seharusnya digunakan
hakim untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri dengan tidak
melupakan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena pada
dasarnya meskipun hakim Pengadilan Agama Wates sesuai dengan
kepastian hukum, namun apa gunanya jika hal tersebut menyebabkan
kezaliman dan permusuhan satu sama lain yang sebenarnya awalnya hal
itu tidak disengketakan menjadi disengketakan sehingga mengakibatkan

kehancuran hubungan manusia satu dengan yang lain.
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